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DENGAI\ RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan pasal 20 huruf 'g"
Peraturan DaeEh Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Maros serta dalam rangka pelaksanaan urusan yanq Ersifat
teknii operasional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan

Penanggulangan Bencana Dae.ah Kabupalen Maros!

bahwa berdasarkan p€rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a"
diatas, peilu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Organisasi dal Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah lGbupaten Maros;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Penb€nnlkan Daenh Tk tr
di Sulawesi (Lembaran Negara R€publik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55' Tambahan

Lembaian Negam Republik lndonesia Nornor 3041) s€bagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pemb€ntukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tanbalnn Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da€rah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) s€bagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 20O4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon€sia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48,14);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembamtr Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lemba.an Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

3.

4.

5.



o.

7.

Peraturan Pemeri ah Nomor 38 Tahun 2007 tentdE Pembagian Urusan

Pemerintah antaia Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Dastah

Kabupaten/Kota (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200? Nomor

82, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Perahran Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Orgenisasi Perengkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2007 Nomor 89'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4?41);

Peraturan Daerah Kabupat€n Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembagian Urusan Pemeriotahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 t€ntang

Pembenhrkan Orgsoisasi dan Tara Kerja Badatr Perunggulangatr Bencala

Daerah (l,€mbaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Men€t pkro: PERATURAN BllPATl MAROS TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA IJNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBA(ARAN PADA

BADAN PENANGGULANCAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

MAROS.

BAB T

KETENTUAN IJMUM

Prs.l I
Dalam Perahran Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Daemh Kabupaten Maros;

2. Pemerinlah adalah Pemerintah Kabupatet Maros;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah lGbupaten Maros;

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah

Otonom untuk metrgatur dan meogurus U$san Pemerintahan dslarn sistem N€gara

Kesatuan ReDublik Indonesiq

'1.

Dekons€ntrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintalun oleb pemerintah Kepada

Bupati sebagai wakil Pemelintah datr/atau Kepala Instansi Vertikal diwilayah tertentu;

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerbtah Kepada Daerah dao,/alau Desa dari

Pemedntah Provirsi kepada Kabupaten/Kota dadatau Desa serta Pemsrintah KabuPated

Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

Otonomi Daerah adalah halq wewenang dan kewajiban Daerah Otonom unhrk mengahr

dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat s€tempat s€suai

dengan Peraturan Perundang-undangan;

Badan Daerah adalah Badan Penanggulangan Benc€m Daerah;

Kepala Badan adalah Kepala Badar Pcnanggulangan Bercana Daerah;

UPT adalah UPT Pemadam Kebakaran;

Kepata UPT adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran;

8.

9.

10.

ll.
t2.



BAB II
PEMBENTUKAI\ DA}T KEDUDUKAI\'

Prssl2

t 
1l; D"og- Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pemadam Kebakaran pada Badan

, Penanggulangan Bencana Daerah Kabupalen Maros;

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepsls UPT yang berada

dibawah dan b€tutrggung jawab kepada Kepala Badan;

(3) UPT dimaksud pasat 2 ayat (l) mempunyai wilayah kerja seluruh Kabupaten Maros;

BAB III
SUSI]NAI{ ORGAIITSASI

Pasal3

(l) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri atas :

a) Kepala UPT;

b) Sub Bagian Tata Ussha;

c) Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan stuktur organisasi sebagairnana dimaksud pada pasd 3 ayat (l), tercantum pada
' ' 

laipiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB IV
UGAS POKOK FIJNGSI DAN RINCIAIT TUGAS

BrgirD Kclrfir
Tugrs Pokok, Fungsi drn Rincirn Tugu Kepala IIPT

Prsd 4

I (l) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencatraan kegiatan serta

rnerumuskan kebijakan teknis utrit p€laksana Teknis Pemadam Kebakaran'

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok ters€but pada pasal 4 ayat (l) Kepala UPT Penadsm

Kebakaran mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian p€laksanaan kegiatan;

b. pcngelolaan urusan umum administrssi kepegawaian d8n keuangan;

c. pengkoordinasian, p yusuaD progtam' pengotahan dan penyajian d'ata;

d. pembinaan, pengendalian dan pengawssan kegiatan;

e. p€lakssna tugas kedinasan lain s€suai dengan bidsng tugasnya;

(3) Tugas pokok dan fungsi s€bagaimana dirnaksud pasal 4 ayat (l) dan (2) dirinci sebagai

berikut:

a. men)'usun rencana kegiatan UPT Pemadan Kebokaran sebagai pedoman dalam

, Pelaksanaan tugas;

' b. mendistdbusikan dan memb€ri petr.rnjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga

pelaksanaan tugas b€rjalan lancar;

c. menyusun rercrun kegiatan UPT Pemadam Kebakaran sesui Peraturan Penmdang'

undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

d. melaksanakan urusan ketatausshaan UPT Pemadam Kebakaran;

e. sebagai koordinator pelaksanaan sist€n logistik dan peralatan Penanggulangan bencana

kebakaran tingkat Kabupaten;

f. menltsun laporan hasil pelaksanaan tugas I-IPT Pemadam Kebakaran dan memb€rikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan dan;



g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintatrkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya unhrk kelancsran pelaksanaan tugas;

Bsgiu Kedua
Tug$ Pokok d8tr RitrciNn Tugr! Kepdr Sub Bsgisn Trtr Ustha

Prssl 5

(l) Sub Bagiar Tata Usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas

pokok melaksaDrktn pelayanaD, pengelolaaq koordinasi dan pengendalian adminisFasi

kepegawaian dan ketatausahaan lingkup UPT Pemadam Kebakaran'

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat I kepala sub

bagian tata usaha mernpunyai ftutgsi :

a- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sub bagian;

b. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan sub bagian;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang

kepegawaiao dan umum;

e, pelaksanaan tugas kedinsssn lain sesuai bidang tugasnya;

(3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 alat (l) dirinci s€bagai berikd

a, menyusun renqma kegiatan tata usah4 mendisuibusikan dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas kepada bawalnn;
melaksanakan urusan adminishasi, p€mbinaan dan pengawasal kepegawaian;

melaksanakan uusan administrasi umum dan rumah tangg4

mengelol4 melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;

melaksanakan penatausahaan keuangal;

melaksanakan urusan dokwnentasi perka$toran;

menyusun lapomn perkembangan kinerja LIPT;

melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperintat*an atasan sesuai dengan bidang

tugasnya untuk kelancaran p€laksanaan tugas;

b.

d.

f.
g.

h.

Brgirn Ketiga
JrbrtrD Fungrional

Prsd 6

Jebatan fungsional s€bagaimana dimaksud dalam passl 3 ayat (l) huruf't" mempunyai tugas

mela*sanakan kegiatan teknis dan administrasi dibida4 keterampilan dan keahlian masing'

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang b€rlaku.

BAB V
TATA KERJA

PElrl 7

tl) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan

' ole-h kepala badan s€su8i d€ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku;t-
(2) Dalarn melaksanakan tugasny4 kaala UPT' kepala sub bagian tata usab4 datr kelonpok

jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan masing-masing antar satuan orgalrisasi lain diluar UPT yang secara

langsung mempunyai hubungan kerja;

Parrl 8

(l) Saiap pimpinatr satuan kerja dilingkungan UPT, wajib rnenatuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepad& atasannya masing-masing s€lta menyampaikan laporan kepada

alasannya tepat &'aktu;



(2)

(3)

Setiap laporan yang ditcdma oleh pimpioan satuan kerja dari bawqDnnla' wajib diolah

dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan paunjuk kepada bawahannya;

Dalam mclaksanakan tugasnya, pimpinan satual kerja wajib mengadakan |apal koordinasi

secara berkala;

BAB VI
PENGAI{GKATAN DAII PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Prld 9

Pengangkatan datr pemberhentiatl dalam jabatan strukttnal dan fi.rgsional dilingkungan UPT

dilaksarul..an oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peratulan perundang-unddEan yang

berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Prsrl l0

Pe!-aturan Bupati ini be aku efektif poda saat p€laotikan pejabat padl UPT berdassrkan

Peraturan Da€rah Kabupalen Maros Nomor 03 Tahu! 2010 tentang PembenhrksD Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Da€rah Kabupsten Maros'

BAB VIII
KETENTUAI{ PENUTUP

Prsal 1l

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan atau Peraturan Bupati yang

mengatur hal yaDg sama yang bertentangan dengan p€raturan ini dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Prsal 12

Paraturan Bupari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintabkan p€ngundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempata tya dalam Berita Daerah Ikbupaten Maros.

P^f,AF Ditetapkan di Maros
Dadatanssal l9 !

A6tSTtN

l^5(]6aG

I

-.,/e\

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, /? 9ptro,brf &rc

SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. BAHARUDDIN. MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip :19600909 198603 1029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR : 26

pada tanggal ll ( 
r ,l c mba'
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